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<b>ABSTRAK</b><br>

MASALAH POKOK.

Secaraformal, keberadaan lembaga Leasing di Indone sia diizinkan, tumbuh dan berkembang segjak tahun
1974 dengan dikeluarkaniiya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan,Menteri Perindustrian dan
Menteri Perdagangan Republik Indone sia Nomor Kep-122/MK/I1V/V1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan
Nomor 30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Dari pengertian Leasing
menimbulkan pertanyaan, apakah pengertian Leasing dalam pel aksanaannya sesuai dengan pe ngertian
Leasing menurut Surat Keputusan Bersama di ata$, karena seringkali Leasing diartikan sebagai perjanjian
sewamenyewa. Pada segi lain, Perjanjian Leasing sebagal lembaga Hukum Perjanjian yang lahir dari
praktek kehidupan masyarakat tidak dijxampal pengaturannyadi dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (K.U.H. Perdata), dan pel aksanaannya didasarkan pada azas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat
(1) K.U.H.Perr data). Selain daripadaitu, di Indonesia belum ada Undangundang yang khusus mengatur
perihal Leasing dan pengaturan tentang hal itu hingga saat ini baru terdapat dalam tingkat Keputusan
Menteri Keuangan dan Peraturan-peraturan lainnya di bawahnya. Dengan demikian hal itu dapat
memberikan banyak kemungkinan timbulnya masal ah-masalah hukum antara para pihak yang terikat dalam
perjanjian Leasing. METODE PENELITIAN. Metode penelitian menggunakan data primer dan data
sekunder yang disusun dari hasil penelitian kepustakaan, lapangan dan lainnya seperti wawancara, peraturan
perundangundangan, bulletin, magjalah, artikel yang berkaitan erat dengan dengan materi skripsi. , , HAL-
HAL YANG DITEMUI. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan
Usaha Leasing tersebut merupakan peraturan pertama yang khusus dikeluarkan untuk bidang Leasing. Surat
keputusan Bersamaitu dan lain-lain yang di keluarkan belakangan untuk mengatur perihal perjanjian dan
kegiatan Leasing di Indonesia, terutama bersifat administratif dan memaksa, yang sesual dengan sifat
memaksa tersebut, tidak memungkinkan penyimpangan daripadanya. Oleh karena perjanjian Leasing masih
dikategorikan se bagai perjanjian yang mirip dengan perjanjian sewa-menyewa. maka dalam penetapan
syarat-syarat perjanjian Leasing antara para pihak, dapat dipakai atau berpegang kepada ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam Buku |11 K.U.H.Perdata. Jadi pada azasnya dasar hukxam yang lebih luas dan
mendalam, yang melandasi perjanjian Leasing dan kegiatan Leasing di Indonesiadewasaini adalah : a. Azas
Konkordans Hukum berdasarkan pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 atas Hukum
Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. b. Pasal 1338 ayat (1) K.U.H. Perdata mengenai azas kebebasan
berkontrak serta azas-azas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Bab | Buku 111 K.U.
H. Perdata, c. Ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa yang tercantum di; . dalam pasal 1548 sampai
dengan pasal 1580 K.U.H.Per data (Buku |11 Bab V1I) sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para
pihak. Ketentuan sewa-menyewa yang tercantum dalam Bukulll Bab VII K.U.H. Perdata pada umiimnya
bersifat mengatur, yang berarti dapat dikesampingkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam
hal pemberian lease oleh suatu perusahaan Le asing, maka perjanjian Leasing dengan segal a ketentuan ser ta
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syarat-syarat yang ada didalamnya, yang dibuat kemudian disepakati bersama oleh para pihak, merupakan
dasar hukum dan sekaligus menjadi' sumber terbitnya perikatan hukum antara para pihak yang terikat dalam
perjanjian Leasing. KESIMPULAN. Dari uraian tentang pengertiah, subyek dan obyek dari Leasing, dapat
ditarik kessmpulan bahwa jikadilihat dari konstruksi hukumnya, Perjanjian Leasing di Indonesiatidak
berbeda dengan perjanjian sewa-menyewa biasa. Kwalifikas subyek dan obyek menentukan perbedaan itu.
Disamping itu, hak pilih/bptie dalam perjanjian Le asing selalu dicantumkan sebagai suatu ikatari, walaupun
pelaksanaan dari ikatan itu sendiri pada waktunya nanti harus berdasarkan pula suatu perjanjian yang
terpisah, yang terlepas dari perjanjian Leasing yang bersangkutan. SARAN-SARAN. Karena bidang usaha
Leasing di Indonesiamasih relatif baru dan belum banyak dikenal oleh sebagian besar masyarakat, maka
diperlukan penyuluhan dan pengarahan tentang berbagai Peraturan- Pemerintah yang berkaitan dengan
masalah Leasing. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah penciptaan Undang-undang yang khusus
mengatur perihal Leasing di Indo nesia yang dapat memberikan perlindungan serta kepastian hu kum bagi
para pihak yang terikat dalam perjanjian Leasing.



